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Abstrak
 

Industri Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar dalam penyaluran kredit di Indonesia. Dalam

proses penyaluran kredit oleh Bank, tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar dalam

pengembaliannya sehingga menimbulkan kredit macet, meskipun dalam pemberian kredit tersebut Bank

telah melakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip wajib seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit, 5C

dan 5P. Timbulnya kredit bermasalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian lelang

eksekusi hak tanggungan seperti yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

296/PDT/2018/PT.DKI. Kemudian yang menjadi permasalahannya dalam hal ini yaitu bagaimana

pengaturan mengenai penyelesaian kredit macet di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan

mengenai kredit macet  yang ada sehubungan dengan penyelesaian kredit macet dalam Putusan No.

204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 296/PDT/2018/PT.DKI. Metode penelitian yang

digunakan disini yaitu berupa penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

penyelesaian kredit macet khususnya melalui mekanisme lelanh eksekusi hak tanggungan diatur dalam

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang

Berada Diatasnya dan Pertauran Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang. Oleh karena itu, diharapkan dapat memastikan bahwa jaminan yang dijaminkan dalam pemberian

kredit tidak terasangkut oleh permasalahan hukum apapun selama proses pembayaran kredit oleh debitur.

.......The banking industry is an institution that plays a major role in lending in Indonesia. In the process of

lending by the Bank, not all loans extended went smoothly in return, causing bad loans, even though in the

provision of credit the Bank has done based on mandatory principles such as the Maximum Lending Limit,

5C and 5P. The emergence of these non-performing loans can be resolved by a mechanism for completing

the auction of execution of mortgage rights as conducted in the decision of the Central Jakarta District Court

Number 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto the decision of the DKI Jakarta High Court Number 296 /

PDT / 2018 / PT .DKI. Then the problem in this case is how the arrangements regarding the settlement of

bad loans in Indonesia and how the suitability of the provisions regarding existing bad loans relating to the

settlement of bad loans in Decision No. 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto Decision No. 296 / PDT /

2018 / PT.DKI. The research method used here is normative juridical research conducted with literature

studies. Furthermore, it can be concluded that the laws and regulations governing the settlement of bad

debts, especially through the overdraft mechanism of execution of mortgage rights, are regulated in Law No.

4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Above and Regulation of the Minister of Finance No.27

/ PMK.06 / 2016 concerning Bidding Implementation Guidelines. Therefore, it is expected to be able to

ensure that guarantees guaranteed in granting loans are not covered by any legal issues during the credit
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payment process by the debtor.


